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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5958/Pdt.G/2020/PA.Bwi

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Banjarnegara  yang  mengadili  perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara; 

XXX,  umur  47  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  karyawan  BUMN  PTP. XII

Perkebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

tempat  kediaman  di  XXX Kabupaten  Banyuwangi,

sebagai Pemohon;

Melawan

XXX umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Kerja, Pendidikan Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di  XXX

Kabupaten Banyuwangi,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  izin  ikrar  talak

tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:
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5958/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 26 November 2020, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1.  Bahwa,  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri  yang  menikah  pada

tanggal  22  Juni  2000,  dan  dicatat  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah

(PPN) pada Kantor  Urusan Agama (KUA)  XXX Kabupaten Banyuwangi,

sesuai  dengan  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  XXX Tanggal  23

Nopember 2020 sesuai  dengan Buku Kutipan Akta  Nikah Nomor :  XXX

tanggal 22 Juni 2000;

2.  Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka,

sedangkan Termohon adalah perawan;

3.  Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal

di  rumah  kediaman  bersama  di  rumah  Dinas  di  XXX Kabupaten

Banyuwangi selama 20 tahun 1 bulan;

 4.  Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon

telah  melakukan  hubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri,  dalam

keadaan badaddukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak XXX

 5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam

keadaan  rukun  namun  sejak  bulan  Januari  2020  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan:

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah,

yakni  ia  terlalu  berani  dan  seringkali  membantah  perkataan  Pemohon

dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
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 6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Juli 2020 Termohon

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah

berpisah selama 4 bulan;

 7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun

kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

 8.  Bahwa,  Pemohon  sanggup  untuk  membayar  biaya  perkara  ini,  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  Pemohon  mohon  dengan

hormat  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Banyuwangi,  untuk  berkenan

memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR;

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i

terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau  jika  Pengadilan  Agama Banyuwangi  berpendapat  lain  Pemohon

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  dan

Termohon datang sendiri menghadap di persidangan; 

Bahwa, kedua  pihak  berperkara  telah  menempuh  prosedur  mediasi

dengan  bantuan  mediator bernama  Fathurrohman,  namun  mediasi  tersebut

tidak berhasil; 
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Bahwa,  Majelis  telah  berusaha  mendamaikan  namun  tidak  berhasil,

kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

 Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban

secara lisan  yang pada pokoknya sebagai berikut; 

- Mengakui sebagian  dalil-dalil Permohonan Pemohon;

- Termohon tidak keberatan untuk bercerai ;

- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun; 

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti tertulis berupa 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  XXX tanggal  20  September  2012,

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 Juni 2000, yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)  XXX. Bukti  surat tersebut

telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah

yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bengkel tempat tinggal di

XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Paman Pemohon ;

    - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri ;

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah dinas di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai 2 orang

anak ;
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- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan

harmonis  namun selama 1 tahun terakhir ini telah pisah tempat tinggal ;

- bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena

Termohon sering membantah Pemohon ;

- bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil ;

2. XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

XXX Kabupaten Banyuwangi ;

- bahwa saksi adalah adik ipar Termohon ;

    - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri ;

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah dinas di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai 2 orang

anak ;

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan

harmonis  namun selama 1 tahun terakhir ini telah pisah tempat tinggal ;

- bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena

Termohon sering membantah Pemohon ;

- bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun

telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan

dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; 

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi

di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap

telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut diatas; 
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan

dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan  mediasi dengan bantuan mediator

bernama Fathurrohman namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis  telah berusaha mendamaikan namun tidak

berhasil, kemudian dibacakanlah  surat  permohonan Pemohon yang isi  serta

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan

jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon;

- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih 1 tahun;

- Termohon tidak keberatan  untuk bercerai;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  kebenaran  dalil-dalil

permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy

ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka

bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon

adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon

dan  Termohon  sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  disebabkan

ekonomi  yang  diikuti  dengan  pisah   tempat  tinggal.  Akibat  pertengkaran

tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian

menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas

ditemukan fakta, bahwa; 

- Antara  Pemohon  dan  Termohon terus  menerus  terjadi  perselisihan dan

percekcokan disebabkan ekonomi yang diikuti dengan  tempat tinggal;

- Pemohon dan Termohon pisah rumah selama  lebih 1 tahun;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  tersebut Pemohon telah dapat

membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang,  bahwa  alasan  perceraian  atas  dasar  perselisihan  dan

percekcokan  dapat  diartikan  secara  luas  dengan  melihat  fakta-fakta  yang

menunjukkan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  menyebabkan

perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat

membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  dan  telah  memenuhi  norma  hukum

Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur’an sebagai berikut;
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Artinya:  “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa  bukti  tersebut  telah  memenuhi  pasal  39  ayat  2

Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  dan  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, karena itu Permohonan  Pemohon telah memenuhi alasan hukum; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka

Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua

belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut

untuk dikabulkan; 

Menimbang,   bahwa memenuhi  ketentuan Pasal  41 huruf (c)  Undang

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  menyangkut

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan

biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal

tersebut dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa Termohon tidak  dapat diklasifikasikan sebagai isteri

yang  nusyuz,  maka  menurut  Pasal  80  ayat  (5)  dan  149  huruf  (a)  dan  (b)

Kompilasi  Hukum  Islam,  Pemohon  diwajibkan  membayar  kepada  termohon

nafkah iddah dan mut’ah;

Menimbang,  bahwa  besarnya  nafkah  yang  wajib  dibayarkan  oleh

Pemohon  kepada  Termohon  haruslah  dipertimbangkan  sesuai  dengan

kebutuhan  sehari-hari  dan  harus  pula  dipertimbangkan  dengan  kemampuan

Pemohon yang bekerja sebagai karyawan BUMN, yakni PTP.  Perkebunan XII
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dengan penghasilan  setiap  bulan  sejulah  Rp.  3.080.000,-  (tiga  juta  depalan

puluh ribu rupiah) ;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  terbukti  Pemohon

berpenghasilan  Rp.3.080.000,-  dan  sesuai  dengan  harga  kebutuhan  hidup

sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh

Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp.10.000.000 ,- (sepuluh juta

rupiah) sesuai dengan masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah

berlangsung  selama  20  (dua  puluh)  tahun,  nafkah  iddah  selama  3  bulan

sejumlah Rp. 2.100.000,-  (dua juta seratus ribu rupiah) serta nmafkah anak

sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setia bulan sampai anak tersebut

dewasa atau mampu hidup mandiri ; 

Menimbang,  bahwa  makna  filosofis  dari  kewajiban  pemberian  mut’ah

antara lain sebagai konpensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah

harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu

akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal

mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keadaan  Pemohon  yang  dipandang

mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 22 Juni 2000),

maka ditetapkan bahwa mut’ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh

Pemohon  kepada  Termohon  adalah  sebesar  Rp.10.000.000,-  (sepuluh  juta

rupiah) ; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Di Pengadilan huruf C poin 1  yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-
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hak  perempuan  pasca  perceraian  maka  pembayaran  kewajiban  akibat

perceraian  dapat  dicantumkan dalam amar  putusan dengan  kalimat  dibayar

sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum

kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan

ikrar  talak  dilaksanakan  berupa  mut’ah  dan  nafkah  iddah  sebagaimana

tercantum dalam amar putusan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  dirubah  dengan  UU Nomor  3

Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon; 

Mengingat  semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.  Memberi  ijin  kepada Pemohon (XXX)  untuk  menjatuhkan talak satu raj’iy

terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

   a. mut’ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

   b. nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

   c. nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta   ribu rupiah) setiap bulan

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

4.  Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
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Demikian  Putusan  ini  diambil  dalam Musyawarah  Majelis  Hakim  dan

Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  pada  hari

Kamis, tanggal 4 Maret 2021 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443   H.

Oleh Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs.

Edi  Afan,  S.H.,  M.H.  dan  Dra.  Zaenah,  S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai

Anggota, dibantu Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri Pemohon dan Termohon; 

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Edi Afan, S.H., M.H. Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Z a e n a h,  S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Pemanggilan : Rp 1.050.000,,
Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
Biaya Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 1.161.000,,
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